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BAB VI 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

 

Pada bab VI ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian tentang 

Analisis penilaian birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bandung berdasarkan persepsi masyarakat. 

 
6.1 Kesimpulan 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penilaian 

masyarakat terhadap birokrasi Disdukcapil Kota Bandung. Pada indikasi awal 

hasil penyebaran 100 kuesioner kepada masyarakat Kota Bandung yang telah 

mengakses layanan administratif di Disdukcapil Kota Bandung, menunjukkan 

bahwa masyarakat menilai birokrasi Disdukcapil Kota Bandung dinilai kurang 

baik. Berdasarkan hasil temuan peneliti, indikasi awal tersebut terbukti.  

Hasil analisis dari ketiga dimensi penilaian terhadap birokrasi 

dikategorikan tinggi, maka hasil temuan sebagai berikut:  

1. Kinerja buruk (Poor performance) 

Berdasarkan temuan peneliti, sebagian besar masyarakat menilai bahwa 

birokrasi pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bandung dinilai berkinerja kurang baik. Dilihat dari lima belas pernyataan 

dimensi kinerja buruk memperoleh hasil skor rata-rata jawaban responden 

sebesar 3,9 yang dikategorikan tinggi.  
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Berdasarkan hasil jawaban respoden yang dikategorikan tinggi, terdapat 

birokrat melakukan perilaku menyimpang seperti, penerimaan suap untuk 

mempercepat pelayanan dan bersikap tidak sopan/ ramah dalam memberikan 

pelayanan. Proses pelayanan yang rumit dan pengambilan keputusan yang 

lambat juga menjadi masalah, terhambat oleh struktur birokrasi yang 

hierarkis.  

2. Kekuasaan yang berlebihan (Excessive power) 

 

Berdasarkan temuan peneliti, sebagian besar masyarakat menilai bahwa 

birokrasi pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bandung dinilai menggunakan kekuasaan yang berlebihan. Dilihat dari empat 

pernyataan dimensi Kekuasaan yang berlebihan memperoleh hasil skor rata-

rata jawaban responden sebesar 3,9 yang dikategorikan tinggi.  

Berdasarkan hasil jawaban responden yang dikategorikan tinggi, terdapat 

aparat birokrasi Disdukcapil Kota Bandung cenderung mengutamakan 

kepentingan kelompok elit atau penguasa, menciptakan sistem yang tidak 

transparan dan rentan terhadap nepotisme. Selain itu, pelayanan yang diberikan 

dengan prioritas kepada golongan tertentu atau kepentingan pribadi, sehingga 

masyarakat merasa bahwa birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Bandung tidak mewakili kebutuhan umum. Terakhir, aparat birokrasi 

menggunakan diskresi dalam pembuatan kebijakan atau aturan untuk 

kepentingan pribadi sering kali melalui praktik lobbying dengan kelompok-

kelompok tertentu untuk mempengaruhi keputusan yang diambil.  
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3. Penindasan terhadap individu (Oppression of the individual) 

 

Berdasarkan temuan peneliti, sebagian besar masyarakat menilai bahwa 

birokrasi pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bandung dinilai melakukan penindasan terhadap individu. Dilihat dari enam 

pernyataan dimensi Penindasan terhadap individu memperoleh hasil skor rata-

rata jawaban responden sebesar 3,9 yang dikategorikan tinggi.  

Berdasarkan hasil jawaban responden yang diaktegorikan tinggi, aparat 

birokrasi Disdukcapil Kota Bandung memperlakuan dingin dan kurang 

manusiawi, serta kecenderungan memberikan pelayanan hanya kepada 

individu yang memenuhi syarakat tanpa memperhatikan kebutuhan dan 

perasaan individu. Selain itu, terdapat kecenderungan bagi birokrat yang 

merasa tertindas dalam hierarki untuk menggunakan kekuasaan secara 

berlebihan terhadap masyarakat sebegai bentuk pelampiasan, Praktik 

komunikasi yang sulit dimengerti, pengalihan masalah, dan perlakuan tidak 

adil terhadap kelompok minoritas juga ditemukan dalam pelayanan birokrasi 

tersebut. Mayoritas responden yang menanggapi penelitian ini adalah pelajar 

atau mahasiswa berusia 17-25 tahun, menunjukkan adanya ketidaksetaraan 

atau pelanggaran norma keadilan dalam perlakuan terhadap kelompok tersebut.  

Kesimpulan secara keseluruhan, temuan hasil data yang diperoleh oleh 

peneliti mengenai ketiga dimensi selaras dengan teori penilaian terhadap 

birokrasi dari buku berjudul “The Case For Bureaucracy” yang ditulis oleh 

Charles T.Goodsell tahun 2004. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka saran 

yang dapat peneliti berikan anatara lain sebagai berikut:  

1. Berdasarkan temuan peneliti, masyarakat menilai bahwa birokrasi 

Disdukcapil Kota Bandung dinilai berkinerja kurang baik. Dilihat dari lima belas  

pernyataan dimensi kinerja buruk memperoleh hasil skor rata-rata jawaban 

responden sebesar 3,9 yang dikategorikan tinggi.  

 Oleh karena itu, peneliti menyarankan bahwa birokrat wajib mematuhi 

aturan, norma, dan SOP yang berlaku di Disdukcapil Kota Bandung untuk 

meminimalisir permasalahan mengenai penerimaan suap untuk mempercepat 

pelayanan, ketidakramahan birokrat dan pelayanan yang berbelit.  Selain itu, 

melakukan evaluasi terhadap struktur birokrasi hierarkis guna mempercepat 

proses pengambilan keputusan dan meningkatkan responsivitas terhadap 

kebutuhan masyarakat. Dengan melakukan Langkah-langkah ini, diharapkan 

birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat 

meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat.  

2. Berdasarkan temuan peneliti, masyarakat menilai bahwa birokrasi 

Disdukcapil Kota Bandung dinilai menggunakan kekuasaan berlebihan. Dilihat 

dari empat pernyataan dimensi kekuasaan yang berlebihan memperoleh hasil 

skor rata-rata jawaban responden sebesar 3,9 yang dikategorikan tinggi.  

 Oleh karena itu, peneliti menyarankan bahwa perlu dilakukan reformasi 

dalam struktur dan proses birokrasi guna mengurangi kecenderungan
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penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan jamnian transparansi serta 

akuntabiitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perlu adanya penegakan 

aturan pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik nepotisme dan kepentingan 

golongan tertentu dalam pelayanan publik. Selanjutnya, penting untuk memperkuat 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga kepentingan 

umum dapat lebih terwakil dan diperhatikan. Terakhir, diperlukan peningkatan 

integritas dan etika kerja di kalangan birokrasi, serta penerapan kode etik yang ketat 

untuk menghindari penggunaan diskresi dalam pembuatan kebijakan untuk 

kepentingan pribadi. Dengan menggunakan Langkah-lagnkah ini, diharapkan 

birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat 

memperbaiki citra dan kinerjanya, serta lebih efektif dalam melayani kebutuhan 

masyarakat secara adil dan transparan.  

3. Berdasarkan temuan peneliti, masyarakat menilai bahwa birokrasi Disdukcapil 

Kota Bandung dinilai melakukan penindasan terhadap individu. Dilihat dari enam 

pernyataan dimensi Penindasan terhadap individu memperoleh hasil skor rata-rata 

jawaban responden sebesar 3,9 yang dikategorikan tinggi.  

 Oleh karena itu, peneliti menyarankan bahwa perlu dilakukan pelatihan bagi 

birokrat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelayanan yang ramah dan 

manusiawi kepada semua individu tanpa memandang latar belakang atau status. 

Perlunya pemantauan dan evaluasi terus menerus terhadap perilaku birokrat, serta 

pemberian sanksi tegas bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan 

atau perilaku tidak adil terhadap individu. Terakhir, melibatkan lebih banyak 

elemen masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan 
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publik untuk menciptakan kontrol sosial yang lebih efektif dalam mencegah 

penindasan atau diskriminasi. Diharapkan dengan mengimplementasikan Langkah-

langkah tersebut kualitas pelayanan birokrasi di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat meningkatkan dan memastikan perlakuan 

yang adil bagi semua individu.  
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